
BUPATI KARAWANG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR 101 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN, RINCIAN TUGAS, FUNGSf DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS BAD AN ,EMiVDAM KEBAKARAN

PADA BAD AN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN KJ\Rt .WANG

DENGAN RAHMAT TUHAN \ \NG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 22 lyat (3)
Peraturan Bupati Karawang Nomor 70 Tahun 2016 entang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tai i Kerja
Badan Penanggulangan Bencs na Daerah Kabupaten Ka awang,
maka perlu dibentuk Unit Pe laksana Teknis Badan Pe nadam
Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Karawang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 entang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam ling :ungan
Propinsi Djawa Barat Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1950 tentang Pembentu kan Daerah-daerah Kat upaten
dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan I ndang-
Undang Nomor 4 Tahu n 1968 tentang Pembe ltukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang iengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 entang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tar bahan
Lembaran Negara Republil; Indonesia Nomor 2851);

2
. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 1 sntang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R< publik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lei ibaran
Negara Republik Indonesia1. Nomor 5587) sebagaimar i telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-l ndang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedu i Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 1 ?ntang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R> publik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lei ibaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



3
. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 entang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik In tonesia
Tahun 2016 Nomor 114. Tainbahan Lembaran P ÿpublik
Indonesia Nomor 5887) ;

4
. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kal upaten
Karawang Tahun 2016 Nomor 14);

5
. Peraturan Bupati Karawang Nomor 70 Tahun 2016 entang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi d; n Tata
Keija Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kal upaten
Karawang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, R NCIAN
TUGAS, FUNGSI DAN TATA K1SRJA UNIT PELAKSANA ' EKNIS
BADAN PEMADAM KEBAKARAN PADA IAD AN

PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABI PATEN

KARAWANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pa ;al 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1

. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2

. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kal upaten
Karawang.

3
. Bupati adalah Bupati Karawang.

4
. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kal upaten

Karawang.
5

. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Karawang.

6
. Kepala Badan adalah Kepaila Badan Penanggi langan

Bencana Daerah Kabupaten Karawang, secara e: -officio
dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang

7
. Kepala Pelaksana adalah Kepala unsur pelaksan i pada

Badan.

8
. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya lisebut

UPTB adalah UPTB Pemadam Kebakaran pada Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karaw; ng.

9
. Kepala UPTB adalah Kepala UPTB Pemadam Kefc ikaran

pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kat ipaten
Karawang.

10
. Tugas Atributif adalah tugas yang menjadi ci i dan

karakteristik yang menggambarkan fungsi umum
manajerial dari suatu jenjang jabatan.
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11. Tugas Substantif adalah tugas yang bersifat
teknis/operasional pelaksanaan urusan pemerintah in yang
menjadi kewenangan daerah dan/atau fungsi pe; unjang
urusan pemerintahan yimg menjadi kewenangan Daerah
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi suatu iabatan
struktural.

12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok ÿegawai
Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hal secara
penuh oleh pejabat yang, benvenang untuk melakt anakan
kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka
kelancaran tugas pokok L PTB.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN 1 UNGSI

Bania n Kesatu

Pembentukan

Ps sal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTB Pf madam
Kebakaran pada Badan Pe nanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Karawang.

Bagistn Kc;dua

Kedudukan

Ps sal 3

(1) UPTB adalah unsur pela ksana teknis Badan di bidang
pencegahan dan penan ganciq bencana kebakaran.

(2) UPTB dipimpin oleh Kepala UPTB yang berked idukan
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badar

Bagia n Ketiga
Tiuga s Polkok

Pa sal 4

UPTB mempunyai tugas pokot melaksanakan sebagian I igiatan
teknis operasional Badan di bidang pencegaha; i dan
penanganan Dencana Kebakaran.

Bagiati Keempat

Fungsi

P« sal 5

Dalam Penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dii laksud
dalam Pasal 4

, UPTB mempunyai fungsi :
a. perencanaan teknis operasional pencegahan dan pena iganan

bencana kebakaran berdasarkan kebijakan teknis Bad in;
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b. penyelenggaraan pencegahan dan penanganan encana
kebakaran; dan

c. pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan pencegah in dan
penanganan bencana kebakaran.

Bi B III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Unsur )rganisasi

Pe sal 6

Unsur Organisasi UPTB terdiri atas :
a

. Pimpinan adalah Kepala UFTB;
b

. Pembantu Pimpinan adalah Sub Bagian Tata Usaha;
c

. Pelaksana adalah Petugas Operasional dan K< lompok
Jabatan Fungsional.

Bagis n Kc-dua

Susunan Organisasi

Pit sal 7

(1) Susunan Organisasi UPTB terdiri dari :
a. Kepala UPTB;
b

. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Petugas Operasional Bid;ang Penyuluhan;
d

. Petugas Operasional Bid.ing Penanggulangan Kebal aran;
e. Petugas Operasional Bidimg Peralatan dan Mobil U) it;
f

. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi UPTB sebagaimana dii laksud
pada ay at (1) tercantum dalam Lampiran yang mer ipakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagia l Ketiga

Bidang Tugas Unsur Organisasi

Parixgraf 1

Kepala UPTB

Pa sal 8

(1) Kepala UPTB mempunyai tugas pokok men impin,
mengarahkan mengkoordinasikan dan mengen lalikan
pelaksanaan tugas teknis operational di bidang penc :gahan
dan penanganan bencana kebakaran berdasarkan ke >ijakan
teknis Badan.
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(2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana di naksud
pada ayat (1), Kepala UPTB mempunyai fungsi :
a. perencanaan teknis operasional bidang pencegab m dan

penanganan bencana kebakaran berdasarkan k< Dijakan
teknis Badan;

b. pengkoordinasian penyelenÿjgaraan teknis ope asional
pencegahan dan penanganan bencana kebakara 1 serta
ketatausahaan UPTB; den

c. pelaporan dan evaJuasi penyelenggaraan teknis
operasional pencegahan dan penanganan 1 encana
kebakaran serta ketatausahaan UPTB.

(3) Untuk menyelenggarakari tugas pokok dan fungsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala
UPTB mempunyai rincian tugas :

a
. Tugas atributif:

1
. menetapkan perencjmaan dan program keij< UPTB

sebagai bahan penyusunan perencanaan dan j rogram
kerja Badan;

2
. mengkoordinasikan pclaksanaan tugas Sub Bagian

Tata Usaha, Petugas Operasional dan k< lompok
jabatan fungsional sesuai program keijs yang
ditetapkan;

3
. memimpin, mengars hkari, membina, dan mei gawasi

pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha, Jetugas
Operasional dan kelompok jabatan fungsional sesuai
pedoman yang ditetapkan;

4
. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagia i Tata

Usaha, Petugas Operasional dan kelompok abatan
fungsional sebagai bnhan perbaikan selanjutny; ;

5
. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi

UPTB dengan unit ketja lainnya;
6

. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTi ÿ; dan
7

. melaksanakan tugas lain yang diperir lahkan
pimpinan sesuai d<mgan tugas pokok dan bidang
tugasnya.

b
. Tugas Substantif:

1
. menyelenggarakari bimbingan teknis pern :gahan

bahaya kebakaran kepada badan/instansi, h dustri,
tempat keramaian, pusat perdagangan/perkotf an dan
lingkungan pemukiman penduduk;

2
. menyusun, menyediakan dan mendistril usikan

petunjuk- pjetunjuk teknis ten tang peng ;unaan
peralatan yang dapat dipergunakan untuk
memadamkan kebakaran ;

3
. mengkoordinasikan/

'

memfasilitasi pendidikaj dan
pelatihan dalarn rangka penir gkatan
keterampilan/kecakapan anggota satuan pe oadam
kebakaran;
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4
. menyelenggarakan perneriksaan secara )erkala

maupun insidentil terhadap ketersediaan pt ralatan
pemadam api/sarana prasarana penangg langan
kebakaran kepada badan instansi, industri, tempat
keramaian dan pusat perdagangan d; n/atau
pertokoan;

5
. menyelenggarakan operasi penanggu angan/

pemadaman bencana kebakaran;
6

. meneliti, mengolah dan menganalisa data p< nyebab
kebakaran;

7
. menyelenggarakan perneriksaan labor itorium

terhadap penyebab teijadinya kebakaran berd«* sarkan
hasil penyelidikan;

8
. menyelenggarakan upaya-upaya preventif tei ladinya

bencana kebakaran

9
. menginventarisasi dan menyiapkan usulan

kebutuhan pengadaan sarana dan pr; sarana
pemadam kebakaran;

10. menyelenggarakan pemeliharaan dan k siapan
peralatan serta mobil unit pemadam kebakara] ; dan

11. menyelenggarakan penelitian dan pe igujian
laboratorium terhadap kualitas dan jenis pt ralatan
pemadam kebakaran yang dipergunakan.

Far igraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Ps < sal 9

(1) Sub Bagian Tata Usaha rnempunyai tugas pokok men lukung
pelaksanaan tugas dan fungsi UPTB dalam hal penÿ slolaan
administrasi program dan perencanaan, kei angan,
kepegawaian dan umum di lingkungan UPTB.

(2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dii laksud
pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha rnempunyai funj si :
a. penyusunan perencanaan dan program keija UPTB
b. penyelenggaraan dan pembinaan administras dan

aparatur UPTB;
c. pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan tata usahf UPTB.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (S), Sub
Bagian Tata Usaha rnempunyai rincian tugas :

a. Tugas atributif :
1

. menyusun perencanaan dan program keija Sub 3agian
Tata Usaha serta mengkoordinasikan peny sunan
perencanaan dan program keija UPTB;

2
. menyusun kebijakan teknis operasional Sub Bagian

Tata Usaha berdasarkan kebijajkan teknis oper isional
UPTB dan/atau kebijc kan teknis Badan;

3
. membagi tugas kepada bav/ahan;

6



4
. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaa tugas

bawahan

5
. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fun *si Sub

Bagian Tata Usaha dengan unit keija lain;
6

. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian
Tata Usaha;

7
. mewakili kepala UPTB apabila berhalangan; dan

8
. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pi npinan

sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasny*

b
. Tugas substantif:

1
. menyusun :

a) bahan dokumen :
1) perencanaan strategis (Renstra) dan perer :anaan

keija tahunan (renja) Badan sesuai tug is dan
fungsi UPTB;

2) penetapan/peijanjian kineija (Tapkin) badan
sesuai tugas dan furigsi UPTB;

3) Laporan Kineija Badan sesuai tugas dar fungsi
UPTB;

4) standar operational prosedur (SOP) dan itandar
pelayanan (SP) Badan sesuai tugas dan fungsi
UPTB.

b) bahan laporan Badan terkait:
1) triwulanan APBN dan/atau APBD Provis si dan

APBD Kabupaten sesuai tugas dan fungsi JPTB;
2) triwulanan real sasi flsik dan keuangan belanja

langsung Badan sesuai tugas dan fungsi I PTB;
3) semesteran program/kegiatan Badan sesuai

dengan tugas dan fungsi UPTB.

c) Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (D [BMD),
Daftar Kebutuhan Perubahan Barang Milik Daerah
(DKPBMD), Rencana Kebutuhan Barang Milik
Daerah (RKBMD) serta Rencana Keb ltuhan
Perubahan Barang Milik Daerah (RKPB1 ID) di
Lingkungan UPTB;

d) Data dan Administrasi kepegawaian meliputi :
1) bezzeting pegawai di lingkungan UPTB;
2) usulan kenaikan pangkat di lingkungan I PTB;
3) usulan kenaikan gaji berkala di ling :ungan

UPTB;

4) usulan pensiun pegawai di lingkungan UI TB;
5) daftar Nominatif pegawai di lingkungan U TB;
6) rencana kebutuhan dan pengembangan p 5gawai,

calon peserta diklat pegawai, tugas bels ar/ijin
belajar serta peserta ujian badan di ling :ungan
UPTB;

7) pengusulan pemberian pengh rgaan,
pengembangan karir dan mutasi serta
pemberhentian pegawai di lingkungan UI TB;

8) daftar urut kepangkatan di lingkungan UJ TB;
9) materi sasaran kineija pegawai di ling ungan

UPTB.
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2
. menyelenggarakan :

a) pengelolaan tata naskah dan tata kearsij an di
lingkungan UPTB;

b) tertib administrasi pengelolaan bars lg di
lingkungan UPTB;

c) pembinaan disiplin pegawai di lingkungan U ÿTB;

d) pengelolaan keprotokolan dan kehuma ian di
lingkungan UPTB;

e) pengelolaan rumah tangga,
pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor,
kendaraan dan asset lainnya serta ket >rtiban,
keindahan dan keamanan kantor UPTB;

f) penyusunan RK/i, DPA dan RKAP serta I PAP di
lingkungan UPTB;

g) pengelolaan administrasi perjalanan dinas >egawai
UPTB;

h) pengelolaan penatausahaan, perbenda laraan,
verifikasi dan akuntansi keuangan UPTB;

i) penyusunan Laporan Keuangan triwulan in dan
tahunan di lingku ngari UPTB; dan

j) penyusunan daftar gaji dan tunjangan daer, h serta
pembayaran lainriya di lingkungan UPTB.

Paiagraf 3

Petugas Operas!or al Bidang Penyuluhan

Pa >al 10

(1) Petugas Operasional Bidang Penyuluhan mempunyj i tugas
pokok membantu Keps.la UPTB dalam melakf inakan
penyuluhan pencegahan dan penanganan I encana
kebakaran.

(2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana di laksud
pada ayat (1), Petugas Operasional Bidang Pern uluhan
mempunyai fungsi :
a. penyiapan penyusunan rencana keija UPTB dal im hal

penyuluhan pencegahan dan penanganan t encana
kebakaran;

b. pelaksanaan penyuluhan pencegahan dan pena iganan
bencana kebakaran;

c. pelaksanaan monitoring evaJuasi dan pelaporan k ?giatan
penyuluhan pencegahan dan penanganan 1 sncana
kebakaran.

(3) Untuk menyelenggarakar tugas pokok dan fungsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), 

>etugas
Operasional Bidang Penyuluhan mempunyai rincian ti gas:
a

. menyusun bahan rencana dan program keija UPTB
bidang penyuluhan pencegahan dan penanganan t ;ncana
kebakaran;

b
. melaksanakan koordinasi derigan unit kerja terkai dalam

rangka kelancaran pelaksanajin tugas;
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c
. melaksanakan analisis permasalahan dan mem jerikan

rekomendasi/solusi terhadap permasalahan dalam
bidang penyuluhan pencegahan dan pen? iganan
kebakaran;

d
. melaksanakan bimbingan teknis teknis pent egahan

bahaya kebakaran kepada badan/instansi, i Ldustri,
tempat keramaian, pusat perdagangan/perkota n dan
lingkungan pemukiman penduduk;

e
. menyusun, menyediakan dan mendistribusikan pe unjuk-

petunjuk teknis ten tang penggunaan peralatan yar 5 dapat
dipergunakan untuk memadamkan kebakaran;

f
. mengkoordinasikan/mernfasilitasi pendidikan dan

pelatihan dalam rangka peningkatan keterai lpilan/
kecakapan anggota satuan pemadam kebakaran;

g. melaksanakan pemeriksaan secara berkala r taupun
insidentil terhadap ketersediaan peralatan p< nadam
api/sarana prasarana penanggulangan kebakaran kepada
badan instansi, industri, tempat keramaian dai pusat
perdagangan dan/atau pertokoan;

h
. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang

penyuluhan pencegahan dan penanganan kebakan n; dan
i

. melaksanakan tu gas-tug as lain yang diberikan oleh Kepala
UPTB.

Far igraf 4

Petugas Operasional Bidang Penanggulangan Kebak ran

Pascal 11

(1) Petugas Operasional Bidang Penanggulangan Kel akaran
mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTB dalam
melaksanakan penanggulangan bencana kebakaran.

(2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana din laksud
pada ayat (1), Petugas Operasional Bidang Penanggi langan
Kebakaran mempunyai fungsi :
a. penyiapan penyusunan rencana kerja UPTB dal im hal

penanggulangan kebakaran;
b. pelaksanaan penanggulangan bencana kebakaran;
c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan k igiatan

penanggulangan bencana kebakaran.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi
sebagaimana dimaksud pada aj,at (1) dan ayat (2), ) ,etugas
Operasional Bidang Penanggulangan Kebakaran men punyai
rincian tugas :
a

. menyusun bahan rencana dan program keija UPTB
bidang penanggulangan benccina kebakaran;

b
. melaksanakan koordinasi dengan unit keija terkaii dalam

rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
c

. melaksanakan analisis permasalahan dan mem ierikan
rekomendasi/solusi terhadap permasalahan dalam
bidang penanggulangan bencana kebakaran;
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d
. melaksanakan operasi penanggulangan/ pern daman

bencana kebakaran;

e. meneliti, mengolah dan menganalisa data p« nyebab
kebakaran;

f
. melaksanakan pemeriksaan laboratorium t< irhadap

penyebab teijadinya kebakaran berdasarkan hasil
penyelidikan;

g. melaksanakan upaya-upaya preventif teijadinya 1 encana
kebakaran;

h
. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang

penanggulangan kebakaran;
i

. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan olet Kepala
UPTB.

Par igraf 5

Petugas Operasional Bide ng Feralatan dan Mobil V lit

Pa sal 12

(1) Petugas Operasional Bidang Peralatan dan Mot il Unit
mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTB da am hal
peralatan dan mobil unit pemadam kebakaran.

(2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana di laksud
pada ayat (1), Petugas Operasional Bidang Peralai in dan
mobil Unit mempunyai fung;si :
a. penyiapan penyusunan rencana keija UPTB dal nm hal

peralatan dan mobil unil pemadam kebakaran;
b. pelaksanaan pemeliharaan peralatan dan mot il unit

pemadam kebakaran;
c. pelaksanaan monitoring;, evaluasi dan pelaporan dalam

hal peralatan dan mobil unit pemadam kebakaran.

(3) Untuk menyelenggarakar tugas pokok dan fungsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ÿtugas
Operasional Bidang Peralatan dan Mobil Unit men punyai
rincian tugas :
a. menyusun bahan rencana dan program keija UPTB

bidang peralatan dan mobil unit pemadam kebakar n;
b

. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkai dalam
rangka kelancaran pelaksanaan tugas ;

c
. melaksanakan analisis permasalahan dan mem i>erikan

rekomendasi / solusi terhadap permasalahan dalam
bidang peralatan dan mobil unit pemadam kebakai in;

d
. menginventarisasi dan menyiapkan usulan keb ituhan

pengadaan sarana dan prasarana pemadam kebak ran;
e

. melaksanakan pemeliharaan dan kesiapan peralat* i serta
mobil unit pemadam kebakaran;

f
. melaksanakan penelitian dan pengujian labori torium

terhadap kualitas dan jenis peralatan pe nadam
kebakaran yang diperguriakan;

g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang
peralatan dan mobil unit; dan

h
. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

UPTB.
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Paragraf 6
Kelompok Jabatan Fungsional

Pa sal 13

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagiari tugas dan fungsi UPTB secara
profesional sesuai dengan kebutuhan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksi d pada
ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokoknya berte nggung
jawab kepada Kepala UPTB.

Parol 14

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksu< dalam
Pasal 13, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang abatan
fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai
dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada a at (1),
dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang c itunjuk
diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UP *B.

(3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ps la ayat
(2), ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban keijf .

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana di laksud
pada ayat (3), diatur sesuai dengan Peraturan Pen ndang-
undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Bagia n Kesatu

U rn u m

Pasal 15

(l)Hal-hal yang menjadi tugas pokok UPTB merupak* n satu
kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.

(2) Pelaksanaan fungsi UPTB sebagai pelaksana teknis di bidang
pemadam kebakaran, operasionalnya diselenggarakc n oleh
Petugas Operasional menurut bidang tugasnya i lasing-
masing.

(3) Kepala UPTB baik teknis operasional maupun teknis
administratif berkedudukan di bawah dan bertanggun ; jawab
kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

(4) Setiap satuan organisasi di lingkungan UPTB, dalam
melaksanakan tugasnya wgijib menetapkan ÿrinsip
koordinasi

, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.
(5) Setiap pimpinan satuan org.anisasi di lingkungan UPTI , wajib

memimpin dan member: kan bimbingan serta pt tunjuk
pelaksanaan tugas kepada bawahan.
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Bagia i Kedua

Felaporan

Pa ;al 16

(1) Kepala UPTB wajib membei kan laporan tentang pelal sanaan
tugas pokoknya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada
Kepala Badan melalui Sekretaris.

(2) Setiap pimpinan organisasi di lingkungan UPTE wajib
mengikuti petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab
kepada atasannya masing-masing serta menyar paikan
laporan tepat pada waktunya.

(3) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan
Organisasi dari bawahan wajib diolah dan diperg inakan
sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

(4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara
penyampaiannya berpedoman kepada ketentuar yang
berlaku.

Bagia. n Ketiga

Hal Mewakili

Pa lal 17

(l)Apabila Kepala UPTB berhalangan maka Sub Bagi; n Tata
Usaha mewakili Kepala UPTB dalam pelaksanaan tuga 3.

(2) Dalam hal Sub Bagian Tata Usaha berh langan
melaksanakan tugas sebaÿaimana dimaksud pada e /at (1),
Kepala UPTB dapat menuniuk salah satu Pejabat Fui gsional
berdasarkan kedekatan tugas dan fungsinya.

B/tB V

KBPBtSAWAIAN

Pa sal 18

(1) Kepala UPTB diangkat dan diberhentikan oleh Bup.; ti atas
usul Kepala Badan.

(2) Sub Bagian Tata Usaha dan Jabatan Fungsional d angkat
dan diberhentikan oleh Bupati.

(3) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur
sesuai dengan peraturan peixmdang-undangan yang b rlaku.

Bi!B VI

PEMIÿIAYiUVN

Pascal 19

Pembiayaan untuk pelaksanaiin tugas UPTB bersumb tr dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ka awang
dan sumber lain yang sah berdasarkan peraturan peru idang-
undangan yang berlaku.

12



BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pa al 20

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati
Karawang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pembentukan, ttncian
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pemadam Kebakaran pada Dinas Cipta Kaiya Kal upaten
Karawang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.Panal 21Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundan *kan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerii tahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penemp; tannyadalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.Diteta

paj

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 20 Desember 2016

DAERAH KABUPATEN

NG,

i Karawang
somber 21 16

RAWANC ,

CHAD! kNA

FENDI SUTISNA

IRITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2016
NOMOR 102 .

Salinan sesjuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

,

KIKI SAUBARI

NIP. 19590125 ÿSOÿ 1 003
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